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ABSTRAK 

 

Nama   : Liana P Nugroho 

Program Studi  : Magister Kenotariatan 

Judul : Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Pemakaian Tempat    

  Usaha (SHPTU) Sebagai Jaminan Utang (Contoh Kasus 

  SHPTU Pasar Tanah Abang Blok B Jakarta) 

 

Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha  (SHPTU)  adalah bukti kepemilikan hak 

pemakaian tempat usaha di pasar yang wajib dimiliki oleh Pedagang pasar dan 

memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, diharapkan dapat dijadikan jaminan 

utang sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Dearah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha 

Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, namun faktanya tidak semua Bank bersedia 

menerima SHPTU sebagai jaminan utang dalam pemberian kredit, hanya Bank 

tertentu saja yang bersedia menerima SHPTU sebagai jaminan utang, lain halnya 

dengan jaminan Sertipikat Tanah. Keberatan Bank menerima SHPTU sebagai 

jaminan utang memiliki alasan yang kuat sebab  Tempat Usaha  pasar di dalam 

hukum jaminan kebendaan tidak bisa dikategorikan sebagai benda tidak bergerak 

karena Tempat Usaha  pasar untuk dapat dikategorikan sebagai “benda” belum 

memenuhi unsur yang ada dalam Buku II KUHPerdata, yang mana tempat usaha 

pasar hanya merupakan ijin pemakaian tempat usaha di pasar semata dimana tidak 

melahirkan hubungan kebendaan, oleh karena tidak ada hubungan langsung antara 

pedagang dengan bendanya (tempat usaha pasar yang dipakainya). SHPTU lahir 

dari perjanjian pemakaian tempat usaha antara Perusahaan Umum Daerah Pasar 

Jaya (Perumda Pasar Jaya), Pedagang pasar dan Developer. SHPTU bukanlah hak 

kebendaan melainkan hak perorangan, memiliki kesamaan dengan unsur sewa 

menyewa sebagaimana pada pasal 1548 KUH Perdata. Tesis ini menggunakan 

metode penelitian normatif yuridis dengan menambahkan unsur empiris dan 

wawancara, dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik 

kesimpulan  bahwa SHPTU  tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti 

halnya  Sertipikat Tanah, walaaupun  sama-sama bisa dialihkan kepada pihak 

lain,bahkan  tanah dengan Sertipikat hak pakai saja hanya Bank tertentu yang mau 

menerima sebagai jaminan  walaupun jelas  dalam Undang-Undang  Nomor 4 

Tahun 1996  tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-Benda yang 

berkaitan dengan Tanah memperbolehkan hak pakai sebagai  jaminan, namun 

mengingat SHPTU memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, maka di 

harapkan pemerintah dapat segera menjawab kebutuhan para pedagang pasar 

terhadap adanya suatu hukum jaminan yang dapat mengakomodir SHPTU sebagai 

jaminan yang setara dengan Sertipikat tanah. 

Kata kunci: Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha 

(SHPTU), Jaminan Utang. 
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ABSTRACT 

 

Name   : Liana P Nugroho 

Study Program : Master Notary 

Judul : Strenght of Proof of Certificate of Right to Use Business 

  Places (SHPTU) as a Guarantee Object (example case: 

  SHPTU Pasar Tanah Abang Blok B Jakarta) 

 

Certificate of Right to Use Business Places (SHPTU) is a proof of ownership that 

a market trader has to own and it has a high economic value that are excepted to 

be a guarantee object as stated in Special Region Regulation for Jakarta Capital 

City Number 7 of 2018concerning Management and Business Development of 

Pasar Jaya Regional Public Compay, but in fact, not all banks are willing to accept 

SHPTU as a guarantee object. Only certain bank that are willing to accept it. The 

bank has a strong reason to objectedSHPTU as a guarantee object because in 

security of law, market place can’t be categorized as immovable object. Market 

places had not fulfilled the constituent contained in Book II of the Civil Kode to 

be categorized as material right, where as the market places is only a permit to use 

the places which doesn’t give a material right because there is no direct 

connection between the merchant and the object. SHPTU is created from the 

agreement to use a places of business the Pasar Jaya Regional Public Company 

(Perumda Pasar Jaya), market traders and developer. SHPTU is not a material 

right, its an individual right that have similar constituent with leasing as stipulated 

in article1548 of the Civil Code. This thesis uses a juridical normative research 

method by adding an empirical element, interview and qualitative data analysis. 

Based on the analysis result, it can be concluded that SHPTU don’t have the same 

strength of proof as the land certificate, although both can be diverted to another 

party, even land with a right use of certificate only certain banks are willing to 

accept it as a guarantee although it is clear in Law Number 4 of 1996 concerning 

Mortgage on Land and Objects that related to land allow to use rights as 

guarantee. However, considering that SHPTU has economic value and can be 

diverted it is hoped that the government can immediately respond to the needs of 

market traders for the security of law that can accommodate SHPTU as a 

guarantee equivalent to land certificate. 

Key Words: Strenght of Proof Certificate of Rights to Use Business Place 

(SHPTU), Dept Guarantee. 


